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PENDAHULUAN 

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 

terbagi atas 11 wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan disahkan 

legalitasnya melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 

18/PERMEN-KP/2014. WPPNRI ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan 

pemanfaatan sumberdaya ikan secara berkelanjutan baik secara ekologi maupun 

sosial ekonomi yang berdasarkan pada prinsip Ecosystem Approach to Fisheries 

Management. Aspek-aspek pengelolaan sumberdaya ikan ini mencakup 

penangkapan ikan, pembudi dayaan ikan, konservasi, penelitian, dan 

pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, 

laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dari 11 

WPPNRI yang telah disahkan, WPP 715 merupakan salah satu wilayah yang 

memiliki biodiversitas sumberdaya maritim yang tinggi termasuk sumberdaya 

ikan. WPPNRI memiliki cakupan wilayah dari perairan Teluk Tomini, Laut 

Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Dari aspek kelembagaan 

pengelolaan, WPPNRI 715 berada di bawah Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) 

berdasarkan SK No. 47/KEP-DJPT/2017. Lembaga ini yang bertanggung jawab 

dalam pengembangan dan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) 

untuk seluruh WPPNRI di Indonesia termasuk WPPNRI 715 yang telah 

dituangkan dalam RPP WPPNRI 715 No. 82/KEPMEN-KP/2016. 

 

WPPNRI 715 memiliki total luas wilayah kurang lebih 47 juta hektar yang 

meliputi 6 (enam) provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, 
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Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Sebanyak kurang lebih 45% perairan 

WPPNRI 715 berada dibawah kewenangan pemerintah daerah provinsi yaitu 

pada radius 12 mil laut dari garis pantai. Sedangkan 55 % sisanya, yaitu pada radius 

lebih dari 12 mil laut, kewenangan berada di pemerintah pusat. Dengan luas 

wilayah perairan yang berada di bawah pemerintah provinsi dan juga status 

exploitasi sumberdaya perikanan tangkap yang cenderung berada pada level 

sedang – tinggi dengan praktek-praktek penangkapan yang merusak, ilegal serta 

potensi pencemaran laut, WPPNRI 715 membutuhkan upaya pengelolaan yang 

berkelanjutan untuk terjaminnya keseimbangan exploitasi ekonomi dan 

perlindungan sumberdaya ikan (KKP & SEA USAID, 2018). Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan pemanfaatan sumberdaya 

ikan melalui budi daya laut dimana terdapat potensi yang sangat besar di 

WPPNRI 715 khususnya terkait dengan ketersediaan wilayah budi daya laut dan 

kondisi kualitas periaran laut yang optimal. Meskipun memiliki potensi yang besar 

untuk pengembangan budi daya, sangat disayangkan bahwa dalam RPP WPPNRI 

715 perikanan budi daya menjadi satu-satunya elemen penting pengelolaan yang 

tidak dibahas. Hal ini tentu saja kontradiktif dengan amanat yang tertera dalam  

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/PERMEN-KP/2014 bahwa 

pengelolaan perikanan budi daya merupakan salah satu aspek prioritas 

pengelolaan sumberdaya ikan di seluruh WPPNRI. 

Studi ini berupaya memberikan informasi tentang potensi perikanan budi 

daya di WPPNRI 715 dengan menyajikan secara umum potensi dan pengelolaan 

perikanan budi daya laut yang ada di wilayah tersebut.  Untuk memperkaya 

informasi yang ada di setiap region tersebut, beberapa hasil studi terkait potensi 

dan pengelolaan spesifik perikanan budi daya laut di beberapa provinsi juga 

disajikan dalam tulisan ini. Penulisan dalam bab ini menggunakan pendekatan 

deskriptif dimana data sekunder yang berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah 

ada dipadukan dengan data terkini dari laporan-laporan dari lembaga terkait dan 

informasi yang didapat secara langsung oleh penulis. Analisis deskriptif yang 

dilakukan meliputi kondisi umum wilayah, parameter lingkungan, dan 

perkembangan situasi terkini beserta permasalahan yang ada di bidang budi daya 

perikanan pada WPPNRI 715. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk 

menyimpulkan tren pengembangan budi daya perikanan dan arah kebijakan yang 

ada di masing-masing provinsi.  

Bahasan yang tercakup dalam bab ini diharapkan dapat memberikan 

informasi berimbang terkait pengelolaan perikanan budi daya di WPPNRI 715 

khususnya untuk budi daya laut. Hal ini sangat penting karena terkait efek positif 
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perikanan budi daya laut yang dapat mengurangi fishing presure terhadap 

sumberdaya ikan di WPPNRI 715. Pomeroy et al. (2006) juga menekankan hal 

yang sama bahwa budi daya laut dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi 

tekanan perikanan tangkap terhadap sumberdaya ikan khususnya di wilayah 

ekosistem terumbu karang yang menjadi karakteristik unik dari WPPNRI 715. 

 

PENGELOLAAN DAN PERKEMBANGAN PERIKANAN BUDI 

DAYA DI WPPNRI 715 

Teluk Tomini 

Teluk Tomini berada di bagian utara pulau Sulawesi dan termasuk dalam 

wilayah tiga provinsi yaitu Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. 

Teluk Tomini memiliki luas sekitar 59,500 km2 atau kira-kira 6 juta hektar. Teluk 

Tomini berbatasan langsung dengan Laut Maluku di wilayah timur. Ada empat 

kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan Teluk Tomini, 

yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Poso, dan 

Kabupaten Parigi Moutong (DKP Provinsi Sulawesi Tengah, 2017). Di Provinsi 

Gorontalo, ada 4 kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Pohuwato, 

Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan 

Kota Gorontalo (Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, 2012). Provinsi 

Sulawesi Utara berada di wilayah bagian luar mulut teluk dengan lima kabupaten 

dan satu kota, yaitu: Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten 

Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten 

Minahasa, Kabupaten Minahasa Timur, dan Kota Bitung (Bappeda Provinsi 

Sulawesi Utara, 2016). 

Perairan Teluk Tomini sangat dipengaruhi oleh massa air dari Arus Lintas 

Indonesia (Arlindo) yang berasal Samudera Pasifik.  Kondisi oseanografi di 

perairan Teluk Tomini dipengaruhi dua musim monsun, yaitu musim monsun 

barat (northwest monsoon) yang merupakan musim hujan, berlangsung dari 

Desember hingga Februari, dan musim monsun timur (southeast monsoon) yang 

merupakan musim kemarau dari Juni hingga Oktober (Wrytki, 1961; Tomascik et 

al., 1997a, 1997b; DKPD Provinsi Sulawesi Tengah, 2009). Upwelling terjadi 

pada bulan Juni hingga Agustus dan berpengaruh terhadap perairan Teluk Tomini 

sehingga perairan Teluk Tomini kaya zat hara yang berasal dari lapisan dalam 

perairan yang menyebabkan tingginya produktivitas primer di perairan Teluk 
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Tomini (BRKP, 2003; Amri et al., 2005; Setiawan & Habibi, 2011; Wirasatriya et 

al., 2017; Sari et al., 2018). 

Perairan Teluk Tomini termasuk perairan yang subur dengan potensi 

sumberdaya laut berlimpah. Kesuburan perairan ini diindikasikan dengan 

kelimpahan klorofil-a pada musim monsun tenggara. Kesuburan perairan yang 

tinggi tersebut dapat mendukung usaha budi daya di perairan Teluk Tomini 

terutama di wilayah pantai. Budi daya perikanan yang terdapat di Teluk Tomini 

antara lain rumput laut, bandeng, udang windu, kerang mutiara, baronang, dan 

kerapu (DKPD Provinsi Sulawesi Tengah, 2009).  

 

 
Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (2011) 

 

104Gambar 1.  Potensi perikanan budi daya dan perikanan tangkap Teluk Tomini. 

 

Sebagai salah satu pengelola wilayah perairan Teluk Tomini, pemerintah 

Provinsi Sulawesi Tengah telah membuat konsep model pengelolaan dan 

pemanfaatan  sumberdaya   kelautan dan  perikanan melalui pendekatan 3 (tiga) 

zonasi pengembangan pengelolaan laut, dimana wilayah Teluk Tomini berada 

pada Zona II (DKPD Provinsi Sulawesi Tengah, 2009). 
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Pada umumnya area tambak di Sulawesi Tengah adalah milik rakyat yang 

dikelola secara tradisional dengan sistem pasok dan keluaran air masih satu pintu 

karena kurangnya saluran irigasi yang memadai. Rendahnya fluktuasi pasang surut 

di Teluk Tomini membuat banyak tambak memerlukan pompa. Jenis komoditas 

budi daya air payau yang dominan diusahakan oleh pembudi daya setempat adalah 

udang windu, vaname, dan bandeng. Sedangkan jenis komoditas budi daya air 

laut didominasi oleh rumput laut dan ikan kerapu (DKPD Provinsi Sulawesi 

Tengah, 2009). 

9Tabel 1.  Produksi perikanan budi daya (ton) menurut Kabupaten/Kota dan Jenis 
Perikanan 2013 – 2017 di Sulawesi Tengah 

Kabupaten/Kota 
Regency/ 

Municipality 

Tamba
k 

Bracki
sh 

Water 
Pond 

Budi 
daya 

Rumput 
laut 

Marine 
Culture 
(Seawee

d) 

Laut 
Lainy

a 
Othe

r 
mari
ne 

cultu
re 

Kola
m 

Fres
h 

wate
r 

pond 

Karam
ba 

Cage  

Jaring 
Apung 

dan 
Sawah 
Floati

ng 
Cage 
Net 
and 

Paddy 
Field 

Jumla
h 

Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)                 (8) 

Kabupaten/Reg
ency               

1.   Banggai 
Kepulauan 

- 
669 

894,40 
29,00 - - 577,80 

670 
501,2

0 

2.   Banggai 86,00 3 496,00 - 14,55 - 12,10 
3 

608,6
5 

3.   Morowali 
6 

361,00 
206 

712,00 
0,10 72,00 - 16,00 

213 
161,1

0 

4.   Poso 614,24 1 063,60 - 
1 

124,6
8 

27,00 559,80 
3 

389,3
2 

5.   Donggala 
8 

067,00 
5 539,00 - - - - 

13 
606,0

0 

6.   Tolitoli 135,40 165,00 - 40,30 - 11,50 
352,2

0 
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Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa komoditas perikanan budi daya 

yang menjadi andalan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah rumput laut, dengan 

jumlah produksi berfluktuasi sejak 2013 dan mengalami penurunan produksi 

hingga hanya sebesar 900 ribu ton pada 2017. Penurunan produksi ini pada 

umumnya disebabkan oleh serangan penyakit “ice-ice” dan ikan predator rumput 

laut, penggunaan bibit rumput laut yang berulang sehingga menyebabkan 

pelambatan pertumbuhan, ketiadaan informasi akurat terkait musim tanam yang 

7.   Buol 837,40 - - 
796,1

9 
- - 

1 
633,5

9 

8.   Parigi 
Moutong 

5 
358,00 

23 
208,00 

- 
1 

126,0
0 

- 
11 

176,20 

40 
868,2

0 

9.   Tojo Una-Una 154,32 5 319,20 3,80 46,12 - 89,70 
5 

613,1
4 

10. Sigi - - - 
1 

118,0
0 

- 16,00 
1 

134,0
0 

11. Banggai Laut - 
14 

948,40 
10,60 0,00 - - 

14 
959,0

0 

12. Morowali 
Utara 

83 
315,50 

6 678,00 - 
102,8

0 
- 14,60 

90 
110,9

0 

Kota/Municipali
ty 

       

1.   Palu 11,00 - - 
102,0

0 
- - 

113,0
0 

Sulawesi Tengah               

2017 
104 

939,86 
937 

023,60 
43,50 

4 
542,6

4 
27,00 

12 
473,70 

1 059 
050,3

0 

2016  
122 

650,80 
1 207 

480,10 
34,15 

7 
727,9

4 
26,29 

1 
094,50 

1 339 
013,7

8 

2015 
113 

201,97 
1 274 

254,10 
34,50 

8 
039,9

9 
25,27 

1 
144,91 

1 396 
700,7

4 

2014 
73 

733,61 
1 137 

030,06 
33,00 

6 
511,2

2 
17,74 934,56 

1 218 
260,2

0 

2013 
71 

611,70 
1 233 

057,90 
754,7

0 

6 
540,7

5 
8,50 859,80 

1 312 
833,3

5 
 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah (2018) 
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tepat serta jaringan sarana dan prasarana yang menunjang proses budi daya dan 

pemasarannya. Peningkatan produksi rumput laut di Teluk Tomini masih sangat 

dimungkinkan dengan catatan permasalahan di atas dapat diatasi. Hal ini karena 

potensi wilayah budi daya di Teluk Tomini masing sangat besar. Sebagai contoh 

yaitu potensi wilayah budi daya rumput laut, Kappaphycus alvarezii di Kabupaten 

Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 62 ribu hektar. Jika 

diasumsikan bahwa penggunaan lahan maksimal 2 % dari total lahan tersedia (6,2 

ribu hektar) dan total minimal produksi 500 ton/hektar, maka Kabupaten Parigi 

Moutong dapat memproduksi sebanyak 0.62 juta ton basah rumput laut atau 

sekitar 70% dari total produksi rumput laut di Sulawesi Tengah. 

 

 

 

105Gambar 2.  Kesesuaian lahan untuk budi daya rumput laut di Kabupaten Parigi 
Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Sumber: Hasnawi et al., 2016). 
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Untuk produksi komoditas selain rumput laut menunjukkan tren 

meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa budi daya laut di Teluk 

Tomini juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Salah satu contoh yaitu 

tingkat lalu lintas pengiriman ikan kerapu hidup yang cenderung meningkat di 

WPPNRI 715 untuk Provinsi Gorontalo dari tahun 2009 sebanyak 26 ribu ton 

menjadi 49 ribu ton pada tahun 2016 (Ahmad et al., 2017).  Walaupun data 

tersebut tidak memisahkan antara hasil budi daya dan perikanan tangkap, namun 

volume pemasaran ikan kerapu yang relatif besar menunjukkan potensi besar 

untuk pengembangan budi daya terkait dengan habitat optimal untuk 

pertumbuhan ikan kerapu.  

 

 

 

106Gambar 3. Lalu lintas pemasaran produksi kerapu hidup di Provinsi Gorontalo dari 
tahun 2009 – 2016 (Ahmad et al., 2017) 

 

Daerah lain di Teluk Tomini yang memiliki potensi untuk pengembangan 

budi daya adalah Kepulauan Togean yang terletak di Sulawesi Tengah. Perairan 

laut kepulauan ini teridentifikasi memiliki ketersediaan lahan untuk budi daya laut 

Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 1000 hektar yang dapat mengakomodasi 

4000 unit KJA ukuran 2,52,5 m (Utojo et al., 2007). 
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107Gambar 4. Tingkat kelayakan lahan untuk budi daya laut keramba jaring apung di 
Kepulauan Togean (Utojo et al., 2007). 

 

 

Potensi yang tinggi terkait ketersediaan lahan untuk budi daya laut baik 

untuk rumput laut maupun untuk ikan ikan budi daya laut ekonomis di WPPNRI 

715 Teluk Tomini berimplikasi pada beberapa hal terkait dengan pemanfaatan 

ruang laut dan pengelolaan sumberdaya ikan: 

 

1. Perlu dimasukkannya penataan ruang/zonasi budi daya laut yang telah 

dihasilkan oleh riset-riset baik yang dilakukan oleh institusi-institusi riset 

yang berada di bawah BRDSDMKP ataupun lembaga lembaga riset lain di 

luar Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam usulan rancangan ataupun 

revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) 

yang dilakukan oleh Provinsi-Provinsi yang berada di WPPNRI 715.   

2. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi hasil-hasil riset secara menyeluruh 

terkait dengan zonasi/tata ruang di WPPNRI 715 sehingga pengelolaan Teluk 

Tomini menjadi lebih baik dan berbasis ilmiah. 

3. Peluang tumbuh pesatnya perikanan budi daya laut di Teluk Tomini perlu 

diimbangi dengan pemantauan dan evaluasi terkait proses budi daya laut yang 

telah dan akan dikembangkan. Hal ini berkaitan dengan status Teluk Tomini 
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memiliki beberapa zona konservasi, sumberdaya ikan, dan potensi efek 

aktivitas budi daya laut yang dapat mempengaruhi zona-zona konservasi 

tersebut, misalnya a) penggunaan spesies budi daya hibrid yang bisa menjadi 

agen penyebaran penyakit dan penurunan biodiveristas genetik dari ikan ikan 

lokal dan dilindungi, b) potensi deposisi dan penyebaran limbah dari praktek-

praktek budi daya yang tidak berkelanjutan yang dapat menurunkan kualitas 

air dan keanekaragaman makrozoobenthos, dan c) penataan dan pengawasan 

perdagangan ilegal dari wild life reef fish (LRFT – Live Reef Fish Trading) yang 

dikamuflase sebagai ikan hasil budi daya. 

4. Potensi pengembangan budi daya yang besar menyebabkan sistem budi daya 

di Teluk Tomini memerlukan pengembangan yang bermuara pada sistem 

budi daya closed system dimana aspek suplai benih budi daya sampai pada budi 

daya pembesaran dilakukan dengan memanfaatkan spesies lokal. 

5. Perlu dimasukkannya pengelolaan tata ruang dan pemanfaatan sumberdaya 

ikan untuk budi daya laut dan dalam RPP WPPNRI 715 untuk meminimalisir 

tumpang tindih pemanfaatan ruang laut dengan pengguna lain seperti 

penangkapan, wisata, dan industri yang juga memiliki perkembangan yang 

signifikan di WPPNRI 715. 

 

Laut Maluku 

Laut Maluku berbatasan dengan Teluk Tomini di sebelah barat, Laut 

Halmahera di sebelah timur, dan Kepulauan Sula di sebelah selatan. Laut Maluku 

memiliki luas wilayah sekitar 200 ribu km2 dan merupakan perairan laut dalam 

yang memiliki peranan strategis bagi aktivitas perikanan, pelayaran, serta memiliki 

kekayaan hayati laut yang tinggi. Perairan Laut Maluku sangat dipengaruhi oleh 

massa air dari Arus Lintas Indonesia (Arlindo) yang berasal Samudera Pasifik, 

dimana derasnya arus yang melalui Laut Maluku menyebabkan rendahnya 

sedimentasi (Triyulianti et al., 2016).   

Kegiatan budi daya perikanan yang terdapat di perairan Laut Maluku 

tersebar di tiga provinsi yaitu Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Tidak 

jauh berbeda dengan perkembangan budi daya laut di Teluk Tomini, usaha 

perikanan budi daya yang terdapat di wilayah perairan Laut Maluku meliputi budi 

daya rumput laut dan kerapu dengan tambahan kerang mutiara dan teripang 

(Pusdatin KKP, 2013). Untuk Provinsi Maluku, area yang termasuk dalam 

WPPNRI 715 berada pada bagian utara Pulau Seram dan Pulau Buru. 

Berdasarkan laporan Pusdatin KKP (2013), tidak teridentifikasi ketersediaan 
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lahan budi daya di kedua pulau tersebut seperti yang tertera dalam peta kelayakan 

lahan untuk Provinsi Maluku (Gambar 6). Namun demikian, statistik BPS 

Kabupaten Maluku Tengah tahun 2014 menunjukkan bahwa untuk Seram Utara 

saja terpetakan area budi daya laut dan payau paling tidak sebesar 291 hektar 

dengan total pemanfaatan 4 hektar (Tabel 2). Kabupaten Seram Bagian Barat juga 

menunjukkan hal yang sama, dimana tahun 2018 kabupaten tersebut telah 

memetakan tata ruang laut untuk zonasi budi daya laut untuk berbagai spesies 

budi daya seperti kerapu, kepiting, rumput laut, teripang, dan tiram mutiara. 

Diskrepansi ini menunjukkan bahwa terdapat celah komunikasi dan koordinasi 

terkait pengelolaan kawasan WPPNRI 715 antara pemerintah pusat dan provinsi 

dengan pemerintah kabupaten yang kemungkinan juga terjadi di wilayah-wilayah 

WPPNRI lainnya. Celah ini dapat mengakibatkan 1) pemanfaatan dan 

pengelolaan kawasan budi daya yang dilakukan oleh kabupaten tidak terpantau 

dengan baik oleh pemerintah provinsi dan pusat dan sebaliknya, 2) pemerintah 

pusat dan provinsi tidak dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan 

budi daya laut di kawasan tersebut.  

 

 

108Gambar 5.  Peta alokasi lahan budi daya laut di Provinsi Maluku tahun 2011. 
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109Gambar 6.  Kesesuaian lahan untuk budi daya laut di Kabupaten Seram Bagian 
Barat (Maryunus et al., 2018) 
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10Tabel 2.  Potensi dan pemanfaatan wilayah WPP 715 di Kabupaten Maluku Tengah 

 

Kecamatan 

Budi daya Laut 

Mutiara Rumput Laut Teripang Keramba Apung Kerang - Kerangan 

Potensi 
Peman 
faatan 

Potensi 
Peman 
faatan 

Potensi 
Peman 
faatan 

Potensi 
Peman 
faatan 

Potensi Pemanfaatan 

Banda 150 17 25 5 21 5 300 0.03 62 - 

Tehoru - - 153 - 7 - - - - - 

Teluti 42.3 - - - - - - - - - 

Amahai - - 9 2.1 9.5 - 14 - 1 - 

Kota Masohi - - 2 0.2 6.5 - 9 - 2 - 

Teluk 

Elpaputih 
- - 4 0.5 - - - - - - 

Teon Nila 

Serua 
- - 50 15 - - - - - - 

Saparua - - 33.3 1.6 17.3 2 32.1 - 17.9 2 

Saparua Timur - - - - - - - - - - 

Nusalaut - - 12.5 - 11.1 - 29 - - - 

Pulau Haruku 144 - 127 2 166.5 5 95 - 413 - 
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Salahutu  - - 19.5 - 17 - - - - - 

Leihitu 21.3 - 63.6 2.7 8.8 0.5 31.3 - 7.5 - 

Leihitu Barat - - 15 1 - - - - - - 

Seram Utara 9.7 - 53.9 2 117.8 1.2 23.1 0.73 88.6 - 

Seram Utara 

Barat 
- - 30.8 2 35.4 10 14.4 1.08 88.6 - 

Seram Utara 

Timur Kobi 
- - - - - -         

Seram Utara 

Timur Seti 
- - - - - -         

Jumlah 367.3 17 598.6 34.1 417.9 23.7 547.9 1.84 680.6 2 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah (2014) 
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Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu pengelola wilayah perairan Laut 

Maluku pada 2016 bersama KKP memetakan potensi perikanan budi daya laut di 

wilayah perairan yang menjadi kewenangan pemerintahannya, yaitu Laut Maluku, 

Laut Halmahera, dan Laut Seram. Berdasarkan pemetaan potensi perikanan budi 

daya laut (Gambar 7), wilayah Laut Maluku memiliki potensi budi daya laut yang 

besar terkait dengan parameter-parameter lingkungan perairan antara lain 

kedalaman, suhu permukaan laut, klorofil-a, pelabuhan perikanan, dan penduduk 

(Radiarta et al., 2016).  

 

 

110Gambar 7.  Peta Kelayakan Lahan untuk beberapa jenis produk budi daya laut di 
Provinsi Maluku Utara (Sumber: Radiarta et al., 2016). 

 

Sebaran spasial potensi kawasan budi daya di Provinsi Maluku Utara 

menunjukkan sebaran potensi yang cukup bervariasi, baik untuk budi daya 

rumput laut, ikan, ataupun kekerangan. Potensi kawasan budi daya laut terbesar 

terletak di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula. Total 

luas potensi kawasan budi daya laut di provinsi ini masing-masing adalah 5.923 
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km2 untuk budi daya rumput laut, 5.243 km2 untuk budi daya ikan, dan 3.512 km2 

untuk budi daya kekerangan (Tabel 2). Dari total luas potensi kawasan budi daya 

laut tersebut, potensi kawasan budi daya di Kabupaten Halmahera Selatan adalah 

yang terbesar yaitu 2.114 km2, 1.719 km2, dan 1.442 km2 masing-masing untuk 

budi daya rumput laut, ikan, dan kerang mutiara. Potensi kawasan budi daya laut 

yang terkecil ditemukan di perairan Kota Ternate (Radiarta et al., 2016).  

Khusus untuk budi daya tiram mutiara, meskipun Maluku Utara memiliki 

potensi yang besar, adanya aktivitas tambang-tambang nikel dan emas yang 

beroperasi di  Maluku Utara, misalnya di Pulau Obi, menyebabkan penurunan 

kualitas air akibat limbah tambang masuk ke perairan laut dimana budi daya tiram 

mutiara berpotensi atau telah dilakukan. Beberapa usaha budi daya tiram mutiara 

yang beroperasi di Pulau Obi telah menutup usahanya dan beralih ke provinsi lain 

karena terhambat dan matinya pertumbuhan kerang mutiara, Pinctada maxima 

yang dibudi dayakan akibat limbah tambang nikel yang beroperasi di daratan 

(Berita Maluku, 2016). Dari aspek tata kelola WPPNRI 715, pencemaran limbah 

tambang dari daratan ke perairan perlu menjadi sorotan karena tidak hanya 

merugikan aktivitas budi daya namun juga berpotensi untuk merusak ekosistem 

perairan dan sumberdaya ikan yang ada di WPPNRI 715. Komoditas andalan 

perikanan budi daya di Provinsi Maluku Utara adalah rumput laut dengan jumlah 

produksi pada 2016 sebesar 30 ribu ton. Wilayah perairan Pulau Taliabu sangat 

mendominasi secara keseluruhan produksi rumput laut di Provinsi Maluku Utara 

(BPS Provinsi Maluku Utara, 2018) (Tabel 4). 
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11Tabel 3.  Luasan potensi kawasan (km2) budi daya laut di Provinsi Maluku Utara 

Sumber: Radiarta et al. (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potensi lahan budi daya laut  (km2) 

Kabupaten/Kota Potential area  for marine aquaculture (km2 ) 

Regency/City 

Rumput  

laut 

Seaweed 

Ikan laut 

Marine 

fish 

Kekerangan 

Shelfish 

Halmahera Utara 942 598 290 

Halmahera Timur 813 844 408 

Halmahera Tengah 663 679 85 

Halmahera Selatan 2,114 1,719 1,442 

Halmahera Barat 146 106 24 

Kota Ternate 23 17 0 

Kota Tidore Kepulauan 230 210 63 

Kepulauan Sula 991 1,071 1,200 

Total 5, 923 5, 243 3, 512 
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12Tabel 4. Produksi perikanan budi daya menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku 
Utara (ton) tahun 2016 

 

 

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara (2018) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rumput 

Laut  
Tambak  Kolam  Keramba  

Jaring 

Apung 

Tawar 
Sawah  Jumlah  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Kabupaten/Regency 
       

1. Halmahera Barat ... 185,31 120,15 ... ... - 305,46 

2. 
Halmahera 

Tengah 
- - - - ... - - 

3. Kepulauan Sula 13,00 4,00 1,00 2,05 1,05 - 20,10 

4. Halmahera Selatan - - - - - - - 

5. Halmahera Utara - - - - - - - 

6. Halmahera Timur 22,81 2,02 25,31 0,17 ... - 50,31 

7. Pulau Morotai - - - - - - - 

8. Pulau Taliabu 
30 

418,00 
- - - - - 

30 

418,00 
         

Kota/Municipality 
       

1. Ternate ... ... 0,13 0,90 1,30 - 2,33 

2. Tidore Kepulauan 2,31 10,90 7,00 2,19 ... - 22,40 

  Jumlah/Total 30 

456,12 
202,23 153,59 5,31 2,35 - 

30 

818,60 
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Daerah lain di Maluku Utara yang memiliki potensi untuk pengembangan 

budi daya dan juga sekaligus merepresentasikan wajah Indonesia melalui 

statusnya sebagai gugusan pulau terluar adalah Kabupaten Pulau Morotai. 

Kabupaten Pulau Morotai mencantumkan total luas 8 ribu hektar wilayah 

perairan lautnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lokasi budi 

daya laut. Dari hasil kajian Puriskan KKP (2016) menunjukkan bahwa Kabapaten 

Pulau Morotai memiliki sekitar 7 ribu hektar wilayah yang dapat dikembangkan 

sebagai lokasi pengembangan budi daya laut. Dari luasan tersebut, total wilayah 

perairan laut yang layak untuk kegiatan marikultur seluas 4.130 hektar yang terdiri 

dari 398 hektar untuk keramba jaring apung dan 4000 hektar untuk budi daya 

rumput laut. Namun, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai merekomendasikan 

penggunaan maksimum sebesar 30 % (1.267 hektar) dari total lahan yang tersedia 

dan terbagi dalam 9 zona prioritas. Zona-zona tersebut adalah zona I, II, III, IV, 

dan V yang memiliki kelayakan paling baik serta lebih layak dibandingkan zona 

zona VII, VIII, dan IX yang berlokasi di Pantai Timur. 

 

 

111Gambar 8.  Profil batimetri perairan Kecamatan Morotai Selatan dan Morotai 
Selatan Barat (Sumber: Puriskan KKP, 2016). 
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112Gambar 9.  Kelayakan lahan budi daya laut keramba jaring apung dan rumput laut 
di Kabupaten Pulau Morotai (Sumber: Puriskan KKP, 2016) 
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Laut Halmahera 

Laut Halmahera berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik di sebelah 

utara dan Laut Seram di sebelah selatan. Laut Halmahera memiliki luasan wilayah 

kurang lebih 95 ribu km2.  Hampir setiap bulan terjadi hujan di Laut Halmahera 

dengan curah hujan bervariasi antara 1000-2500 mm/tahun. Puncak musim 

kemarau berlangsung dari bulan Oktober-Maret, dan musim hujan pada bulan 

Desember - Februari. Angin kencang bertiup pada bulan Desember dan Februari 

diikuti dengan hujan deras dan laut dengan ombak besar (DPU Provinsi Maluku 

Utara, 2014b; BP4D Kabupaten Halmahera Timur, 2016; Bappeda Provinsi 

Papua Barat, 2017). 

Massa air Laut Halmahera didominasi oleh massa air dari Samudera 

Pasifik yang dibawa oleh New Guinea Coastal Current yang bergerak menyusur pantai 

utara Papua New Guinea dan Papua masuk ke perairan Laut Halmahera. Laut 

Halmahera juga dilewati oleh cabang dari sistem arus laut yang berlawanan yaitu 

Arus Mindanao. Pertemuan kedua arus tersebut membentuk fenomena pusaran 

arus laut yang dikenal dengan sebutan Halmahera Eddy (Kashino et al., 1996; 

Gustiantini et al., 2016).  

Perairan Laut Halmahera termasuk perairan yang cukup dalam dan subur 

dan memiliki potensi sumberdaya laut yang sangat berlimpah. Budi daya 

perikanan yang terdapat di wilayah perairan Laut Halmahera berada pada dua 

provinsi yakni Maluku Utara dan Papua Barat, antara lain rumput laut, kerang 

mutiara, dan kerapu. Di provinsi Papua Barat, kabupaten dengan wilayah yang 

bersinggungan dengan Laut Halmahera, yaitu Sorong dan Raja Ampat adalah 

produsen terbesar produksi budi daya laut di Provinsi Papua Barat pada tahun 

2018 dengan total produksi sejumlah 28 ribu ton untuk Sorong dan 22 ribu ton 

untuk Raja Ampat yang didominasi oleh rumput laut (BPS Provinsi Papua Barat, 

2018). Perkembangan budi daya laut lain di Provinsi Papua Barat seperti ikan 

kerapu cenderung masih belum berkembang dimana hanya Kaimana yang 

memproduksi 220 ton dan Raja Ampat sebanyak 230 ton ikan kerapu. Sementara 

daerah lain tidak memproduksi sama sekali. Beberapa hal yang menjadi sorotan 

dari rendahnya pemanfaatan perairan laut Papua Barat untuk budi daya laut 

keramba jaring apung adalah 1) kemampuan teknis budi daya laut yang cenderung 

rendah, 2) minimnya kondisi sarana dan prasarana pendukung seperti hatchery dan 

jalur suplai pakan ikan serta, 3) lokasi yang cenderung terisolir sehingga proses 

pemasaran tidak dapat dilakukan dengan maksimal yang diperparah dengan 

pembatasan titik angkut ikan hidup.  
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 Keterbatasan-keterbatasan di atas menjadi tantangan yang perlu 

mendapatkan prioritas jika budi daya laut di Papua Barat  akan dikembangkan 

sebagai sentra baru budi daya laut. Pengembangan budi daya laut di Papua Barat 

tidak hanya berefek langsung pada peningkatan taraf hidup masyrakat setempat, 

namun juga dapat menurunkan tingkat eksploitasi sumberdaya ikan di wilayah ini 

yang notabene menjadi salah satu hot spot biodiversity di Coral Triangle Region.  

 

13Tabel 5.  Produksi perikanan budi daya menurut kabupaten/kota dan sebsektoral di 
Provinsi Papua Barat (ton) tahun 2017 

Kabupaten/Kota 
Budi daya 

Laut 
Tamba

k 
Kolam 

Keram
ba 

Jaring 
Apung 

Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) 

Kabupaten/Regency       

1 Fakfak 30.9  69.71   100.61 

2 Kaimana        3 400.35 455.06 2  220.32 
4 

077.73 

3 Teluk Wondama   441.38   441.38 

4 Teluk Bintuni   0.25   0.25 

5 Manokwari   771.9   771.9 

6 Sorong Selatan   328.5   328.5 

7 Sorong 27 002.16 9.12 
1 

033.25 
  

28 
044.53 

8 Raja Ampat 22 445.00    230 
22 

675.00 

9 Tambrauw   65.1   65.1 

10 Maybrat      0.00 

11 
Manokwari 
Selatan 

  35.58   35.58 

12 
Pegunungan 
Arfak 

     0.00 

Kota/City       

1 Sorong   7.01    

Papua Barat         450.32 
56 

547.60 

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat (2018) 
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Laut Seram dan Teluk Bintuni 

Laut Seram dan Teluk Bintuni merupakan wilayah laut di WPPNRI 715 

yang mencakup wilayah perairan di sebelah utara Pulau Buru, pulau Seram dan 

Teluk Berau-Bintuni. Laut Seram memiliki luas kurang lebih 12 ribu km2 dan 

berbatasan langsung dengan Laut Halmahera di sebelah utara dan Teluk Berau di 

sebelah timur. Perairan Laut Seram merupakan bagian wilayah perairan dari 

Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, 

dan Provinsi Maluku Utara. Curah hujan di Laut Seram bervariasi antara 1.000 - 

2.000 mm per tahun. Pada Monsun Tenggara (Mei-Oktober) angin bertiup dari 

selatan, sedangkan pada Monsun Barat Laut (Desember-Maret) angin bertiup dari 

barat laut. Musim pancaroba terjadi pada bulan April dan November. (DPU 

Provinsi Maluku Utara, 2014a; Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, 

2015).  

Teluk Berau - Bintuni adalah wilayah perairan di Provinsi Papua Barat 

yang berada di kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten 

Teluk Bintuni. Teluk Berau - Bintuni berbatasan langsung dengan Laut Seram di 

sebelah barat. Teluk ini membentang sepanjang 200 km, dengan lebar sekitar 70 

km pada bagian mulut dan kurang lebih 30 km pada bagian dalamnya. Kedalaman 

perairan Teluk Berau - Bintuni bervariasi antara 0-20 m pada tepi teluk dan lebih 

dari 60 m pada bagian tengah teluk. Bagian dasar teluk merupakan lumpur 

berpasir dan pada sebagian besar daerah pinggiran pantai adalah berupa hutan 

mangrove. Iklim dalam wilayah Teluk Berau - Bintuni termasuk dalam iklim 

tropis yang dicirikan oleh kondisi suhu dan kelembaban udara yang tinggi 

sepanjang tahun atau tropik basah. Monsun barat laut atau musim penghujan 

umumnya terjadi pada bulan Desember hingga Maret, dengan jumlah hari hujan 

paling banyak terjadi pada bulan Desember yaitu sebanyak 27 hari. Sedangkan 

Monsun Tenggara atau musim kemarau terjadi selama bulan Mei hingga bulan 

Oktober (Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, 2009; Pemerintah 

Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, 2016). Kondisi habitat perairan dan iklim 

tersebut mendukung kelangsungan hidup biota didalamnya baik ikan, udang, 

kepiting, dan biota lainnya (Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, 2016; 

Sulistiono et al., 2015).  
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KEBIJAKAN STRATEGIS PENGELOLAAN BUDI DAYA 

PERIKANAN DI WPPNRI 715 

Secara sosial dan geografis, pengembangan budi daya perikanan di 

WPPNRI 715 dicirikan oleh kedekatan masyarakat lokal kepulauan dengan 

sumberdaya laut dan juga lokasi yang cenderung terpencil dan tidak memiliki 

sarana dan prasarana yang memadai. Budi daya laut menjadi hal yang paling 

potensial dikembangkan dibandingkan budi daya sistem lain seperti budi daya air 

tawar karena: 

a.  Budi daya laut memiliki tumpang tindih dengan kegiatan menangkap ikan 

oleh mayoritas masyarakat kepulauan di WPPNRI 715. Sumber bibit, 

pembesaran, dan suplai pakan dapat dipenuhi dari aktivitas penangkapan 

sehingga meningkatkan efisiensi budi daya laut itu sendiri. Budi daya air tawar 

ataupun payau secara ekonomis menguntungkan, namun dari sisi ekonomi 

tidak kompatibel dengan kondisi masyarakat kepulauan.  

b. Kedekatan masyarakat kepulauan terhadap laut menjadikan budi daya laut 

lebih mudah untuk diadopsi. Beberapa jenis sistem budi daya laut seperti 

keramba jaring apung memang membutuhkan peningkatan keahlian teknis 

seperti konstruksi, manajemen pakan, dan pengelolaan penyakit serta 

ketersediaan sumberdaya finansial yang cukup besar. Namun demikian, 

keuntungan dari setiap aktivitas budi daya laut sangat menjanjikan 

dibandingkan dengan budi daya air tawar dan lebih baik dibandingkan dengan 

budi daya air payau.  

c. Budi daya laut dapat bersifat sebagai mata pencaharian altenatif ataupun 

subtitutif yang secara langsung dapat mengurangi tekanan pada sumberdaya 

di WPPNRI 715. Sementara budi daya air payau dan air tawar hampir tidak 

bersinggungan dengan sumberdaya laut WPPNRI. Terkecuali pembudi 

dayaan ikan air tawar dengan memanfaatkan ikan local/endemik, budi daya 

air tawar di kepulauan WPPNRI 715 cenderung harus melakukan introduksi 

ikan/species baru yang berpotensi merusak ekosistem air tawar yang terbatas 

di WPPNRI 715. 

d. Sistem pasar budi daya laut dapat memanfaatkan sistem pasar ikan tangkapan 

laut yang telah berkembang lebih dahulu sehingga investasi membentuk rantai 

sistem pasar tidak terlalu besar.  

Untuk dapat mewujukan hal tersebut di atas, pemerintah daerah baik 

provinsi dan kabupaten yang didukung oleh pemerintah pusat harus dapat 

mencari solusi terkait pengembangan budi daya laut di WPPNRI 715. 
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Sumberdaya bibit budi daya laut yang masih mengandalkan bibit dari alam perlu 

dikurangi dengan mengembangkan sistem budi daya semi tertertutup atau sistem 

tertutup. Sistem semi tertutup mengandalkan indukan atau bibit yang berasal dari 

luar wilayah sedangkan sistem tertutup mengandalkan sepenuhnya indukan dan 

bibit serta lokasi budi daya yang berada dalam WPPNRI 715. Untuk itu 

pembangunan hatchery perlu dipertimbangkan yang didukung oleh backyard 

hatchery oleh masyarakat setempat. Segmentasi ini sangat penting dalam menjamin 

keberlangsungan suplai benih. Sebagai contoh, wilayah Gerokgak Bali dapat 

mensuplai bibit dan benih ikan bandeng dan kerapu karena kerjasama yang baik 

antar hatchery dan backyard hathery yang dapat dicontoh oleh provinsi atau 

kabupaten yang berdekatan di WPPNRI 715. 

Hampir selesainya zonasi RZWP3K di provinsi-provinsi WPPNRI 714 

yang juga mengatur zonasi budi daya laut dapat digunakan oleh pemerintah 

daerah dan pusat dalam melakukan pengelolaan WPPNRI 715. Untuk itu, proses 

perencanaan RZWP3K ini terus perlu didukung dan disempurnakan , sehingga 

hasil zonasi budi daya laut selain memprioritaskan hak masyarakat lokal terkait 

ketersediaan areal budi daya, namun juga dapat menjamin kontinuitas investasi di 

sub sektor budi daya laut di WPPNRI 715. Hal ini disebabkan adanya 

kecenderungan berpindahnya investasi budi daya laut dari Indonesia bagian barat 

dan tengah ke wilayah timur karena kondisi kualitas air yang masih baik.  

Pada akhirnya, kondisi wilayah wilayah kepulauan di WPPNRI yang 

secara geografis terpencil sehingga akses ke pasar sangat terbatas. Minimnya 

informasi pasar terkait harga dan kebutuhan suplai mengakibatkan pembudi daya 

memiliki posisi tawar yang rendah dengan pembeli/pengepul. Kebijakan sistem 

non-transhipment yang diberlakukan di ekspor budi daya laut menguntungkan 

lokasi-lokasi sentra budi daya laut yang berdekatan dengan lokasi muat. Namun 

hal ini tidak berlaku di wilayah-wilayah kepulauan WPPNRI 715 karena lokasi 

muat jauh dari sentra sentra budi daya laut kecil yang tersebar di banyak 

kepulauan. Tidak hanya dari sisi biaya transportasi yang membengkak, resiko 

kematian ikan, khususnya ikan hidup untuk ekspor, lebih tinggi dan juga 

meningkatnya dominasi pengepul/pembeli sehingga menjadikan budi daya laut 

menjadi tidak menguntungkan secara ekonomis. Untuk itu, perlu 

dipertimbangkan perlakuan khusus untuk wilayah-wilayah terpencil WPPNRI 

715 dan juga wilayah wilayah WPPNRI lain terkait dengan kemudahan untuk 

melakukan pemasaran ikan dengan cara subsidi pada sistem transportasi dan 

pemasaran ikan hidup  seperti kapal pengangkut ikan hidup serta dukungan 
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informasi terkait suplau dan harga sehingga dapat meningkatan bargaining position 

dari pembudi daya-pembudi daya laut kecil di WPPNRI 715.  
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